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ABSTRACT

The land data managed by the Ministry of Agrarian and Spatial
Planning/National Land Agency (ATR/BPN) and the tax data managed by the
Regional Financial and Asset Agency (BKAD) share a common object, which is
land parcels. One of the key characteristics of land is its fixed spatial location and
immobility. Land data has the potential to assist in updating tax ownership data,
while tax data has the potential to support land data in determining the Zone
Value of Land (ZNT) for Non-Tax State Revenue (PNBP). This research aims to
utilize land data to be integrated with tax data in digital format, which is a

prospect for a multifunctional cadaster information system.

The method used is Research and Development (R&D). Data collection
techniques were carried out through: interviews, observations and questionnaires.
Data analysis was carried out using qualitative and quantitative methods with a
descriptive approach. Questionnaires were distributed and processed based on
the PIECES framework and Importance-Performance Analysis (IPA) to 15
respondents. The results of the research showed that the information system
created produces a satisfaction level rated as satisfied, while in terms of

importance, it is rated as very important.

Keywords: WebGIS, Multipurpose Cadastre, Land Registration Map, PBB-P2,

Zone Value of Land
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam melaksanakan pengaturan pemerintahan, Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang selanjutnya
daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan/atau kota.
Setiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat dalam mengurus dan mengelola sendiri urusan
pemerintahannya. Maka dalam rangka melaksanakan pemerintahan tersebut,
Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
perpajakan merupakan salah satu perwujudan kenegaraan yang penempatan
beban kepada rakyat dengan bersifat memaksa diatur dengan Undang-
Undang.

Pemungutan pajak daerah didasarkan penetapan Kepala Daerah dan
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak merupakan orang baik
pribadi maupun badan, meliputi: pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemungutan pajak
berdasarkan penetapan dilaksanakan dengan menggunakan Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan/atau dokumen lain
yang dipersamakan. Sedangkan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri
oleh Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

Instansi yang melakukan pemungutan pajak adalah Badan Keuangan
dan Aset Daerah atau biasa disingkat menjadi BKAD yang mempunyai
tugas dalam menjalankan sebagian kewenangan daerah di bidang keuangan.

Namun, tiap daerah memiliki nama yang berbeda terkait instansi yang



menjalankan sebagian kewenangan daerah di bidang keuangan namun
fungsinya tetap sama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
Daerah diberikan kewenangan memungut pajak dengan pembagian 7 (tujuh)
pajak oleh pemerintah provinsi dan 9 (sembilan) pajak dipungut oleh
pemerintah daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri
atas: PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Pokok, dan Opsen Pajak
MBLB. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota
terdiri atas: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB,
Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Dari 16
(enam belas) pajak tersebut, pajak yang berhubungan dengan pertanahan
adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu: PBB-P2
dan BPHTB.

PBB-P2 merupakan singkatan dari Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan. Masalah yang dihadapi dalam pemungutan pajak
tidak didasarkan dengan data yang valid dan real time. Hal ini terlihat dari
dasar pengenaan baik dari PBB-P2. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah nilai
jual objek pajak (NJOP) sedangkan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau disingkat menjadi Kementerian
ATR/BPN memiliki data objek yang update dibandingkan data yang
dimiliki perpajakan. Hal ini dikarenakan Kementerian ATR/BPN memiliki
kewenangan sebagai lembaga negara dalam mengelola pertanahan. Apabila
terjadi peralihan dan perubahan hak atas tanah, data tersebut langsung
diperbaharui baik subjek, objek, dan lokasi. Selain itu, data yang dimiliki
oleh Kementerian ATR/BPN memiliki kepastian hukum yang jelas di
dalamnya. Kepastian hukum dalam pertanahan adalah para pemegang hak
memperoleh kepastian mengenai haknya dan adanya instruksi yang jelas
bagi pemerintah.

Dalam Kementerian ATR/BPN terdapat salah satu pelayanan yaitu
PNBP. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997, PNBP merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan PNBP dalam Kementerian
ATR/BPN berasal dari Zona Nilai Tanah (ZNT) seperti yang tertuang di



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif
PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN. Pada Pasal 16 ayat (1)
dan ayat (2) nilai tanah menggunakan ZNT yang merupakan nilai pasar
yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional di setiap kabupaten/kota.
Dan untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah maka
digunakan nilai jual objek pajak (NJOP) atas tanah pada tahun berkenaan
yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2). Apabila menggunakan
NJOP pada SPPT PBB-P2 dalam penentuan PNBP akan terhitung lebih
kecil dibandingkan ZNT. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi
negara.

Oleh sebab itu, melihat dari permasalahan yang dialami oleh kedua
instansi baik di BKAD maupun di Kementerian ATR/BPN berkemungkinan
untuk kedua instansi dalam saling membantu satu sama lain. Pada instansi
perpajakan kabupaten/kota memiliki masalah data yang tidak update
sedangkan Kementerian ATR/BPN memiliki masalah mengenai penentuan
nilai ZNT untuk digunakan sebagai PNBP. Untuk itu, perlu dilakukan
transfer data antara kedua instansi. Tidak hanya berguna dalam pembuatan
pajak yang akurat namun berguna juga apabila digunakan untuk ZNT dalam
rangka penentuan PNBP. Dari permasalahan tersebut dapat dibuat menjadi
suatu sistem informasi yang dimana akan berguna baik oleh BKAD maupun
Kementerian ATR/BPN serta masyarakat. Integrasi kedua data tersebut akan
menjadi sebuah data terintegrasi yang biasa disebut menjadi kadaster
multiguna. Kadaster multiguna merupakan kadaster yang tidak hanya
mencakup satu pelayanan milik suatu instansi saja tetapi mencakup
pelayanan yang lebih luas dari beberapa data milik instansi yang dijadikan
satu.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut
mengenai prospek kadaster multiguna berbasis sistem informasi yang akan
berguna bagi perpajakan dan pertanahan. Hal ini tentunya berguna bagi

pelayanan yang dilakukan oleh kedua instansi. Adapun lokasi yang diambil



untuk penelitian adalah di Kabupaten Sleman. Peneliti merancang sistem
informasi berbasis webGIS informasi pertanahan yang dimiliki Kementerian
ATR/BPN terintegrasi dengan informasi perpajakan yang dimiliki oleh
BKAD. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi ArcGIS, Quantum GIS
(QGIS), XAMPP, Visual Studio Code, dan Microsoft Excel. Penelitian ini
dituangkan dalam judul “SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI
UNTUK PELAYANAN PERPAJAKAN DENGAN PELAYANAN
PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN?.

Perumusan Masalah

Data pertanahan yang dimiliki olen Kementerian ATR/BPN dan data
perpajakan yang dimiliki oleh BKAD mempunyai objek yang sama yaitu
persil tanah. Karakteristik terpenting yang dimiliki oleh tanah adalah lokasi
yang tetap dalam ruang (spasial) dan tidak bergerak. Data pertanahan
berpotensi dalam membantu update data milik data perpajakan sedangkan
data perpajakan sendiri berpotensi dalam membantu data pertanahan dalam
penentuan ZNT untuk PNBP. Pemanfaatan data pertanahan untuk
diintegrasikan dengan data perpajakan dalam format digital diharapkan
dapat menjadi sebuah sistem informasi pertanahan multiguna. Kedua data
tersebut tentunya tidak memiliki format yang sama sehingga perlu adanya
penyesuaian, seperti: proyeksi peta atau sistem koordinat, luas bidang
tanah/objek, pemilik tanah/subjek, nomor objek pajak (NOP), dan nomor
identifikasi bidang (NIB). Berangkat dari pernyataan tersebut, dirumuskan
beberapa permasalahan yang diambil sebagai pembahasan dalam penelitian
ini, antara lain:
1.  Apakah data perpajakan dengan data pertanahan memiliki kepastian

hukum?
2.  Bagaimana cara dan strategi pengintegrasian data pertanahan dan data

perpajakan di Kabupaten Sleman menjadi suatu sistem informasi

terintegrasi sebagai kadaster multiguna?



Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam Creswel (2009), tujuan penelitian merupakan himpuan

pernyataan yang mendasari dilakukan penelitian dalam menjelaskan sasaran,

maksud, dan gagasan umum. Kegunaan penelitian menjelaskan manfaat

yang diperoleh dalam melakukan penelitian.

1. Tujuan Penelitian

a.

Mengetahui kepastian hukum data pertanahan yang dimiliki oleh
Kementerian ATR/BPN.

Mengetahui kepastian hukum data perpajakan meliputi pajak
PBB-P2 yang dimiliki oleh BKAD.

Membuat prototype sistem informasi berbasis web dengan
melakukan integrasi antara data pertanahan milik Kementerian
ATR/BPN dengan peta perpajakan milik BKAD.

2. Kegunaan Penelitian

a.

Kegunaan penelitian bagi peneliti adalah untuk menambah
pengetahuan peneliti tentang pengembangan basis data
pertanahan konsep multiguna.

Kegunaan penelitian dari segi akademik vyaitu sebagai
pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan dalam
pengembangan basis data pertanahan konsep kadaster multiguna.
Kegunaan penelitian bagi Kantor Pertanahan dan Kementerian
ATR/BPN adalah untuk memberikan gambaran dan bahan
pertimbangan terhadap basis data pertanahan konsep kadaster
multiguna  dimana  integrasi kedua data membantu

multipenggguna.

Batasan Penelitian

Karena keterbatasan peneliti, terdapat batasan dalam penelitian ini.

Selain itu, batasan penelitian ini berfungsi agar penelitian lebih fokus dan

terarah mengenai sistem informasi terintegrasi dalam pelayanan perpajakan

dengan pelayanan pertanahan di Kabupaten Sleman.



Data perpajakan yang dilakukan integrasi adalah data PBB-P2 tahun
2022 sebagaimana data yang dilakukan pungutan oleh BKAD dalam
bidang pertanahan.

Data pertanahan yang dilakukan integrasi adalah data bidang tanah
milik kantor pertanahan yang telah didaftarkan dan disertipikatkan.
Menurut Brien (2011), sistem informasi didefinisikan suatu kombinasi
teratur dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data
yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan, dan menyajikan
layanan informasi. Sistem informasi dalam penelitian ini berbentuk
webGIS yang merupakan sistem informasi geografis yang menyimpan,
mempublikasi, dan mengintegrasikan data spasial.

Data yang dipakai untuk pembuatan sistem informasi webGIS adalah

data Dukuh Banyumeneng.



A

BAB VII
PENUTUP

Kesimpulan

1.

Data pajak khususnya PBB-P2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan memiliki kepastian hukum terkait jumlah
pajaknya. Hal ini berkaitan dengan faktor penentu pajak dan proses
penentuan nilai pajak PBB-P2. Namun, bentuk di dalam peta blok
PBB-P2 milik BKAD tidak memiliki kepastian hukum dimana
menggunakan koordinat WGS 1984 UTM, Zone 49 South yang
merupakan koordinat universal sehingga ketelitiannya kurang
dibandingkan dengan koordinat DGN yang dipakai oleh BPN.

Proses integrasi dengan menggabungkan data perpajakan
menggunakan peta blok PBB-P2 dan data pertanahan menggunakan
peta pendaftaran tanah sulit. Hal ini dikarenakan, bentuk dan
koordinat yang dipakai antara kedua instansi berbeda. Namun, apabila
integrasi antara data perpajakan miliki BKAD dan data pertanahan
milik BPN dapat terlaksana dengan mengeliminasi bentuk dari peta
blok PBB-P2 dan menggunakan peta pendaftaran tanah sebagai
bentuk peta interaktif dalam webGIS di SIPANAH. Integrasi tersebut
menggunakan ArcGIS yang selanjutnya menggunakan Quantum GIS
untuk membuat peta interaktif, XAMPP untuk membuat sistem
informasi dalam localhost, Visual Studio Code untuk coding, dan
Microsoft Excel digunakan untuk mengolah dan menganalisis data
integrasi.

Uji coba sistem informasi berbasis webGIS SIPANAH semua fitur
berfungsi dengan baik. Pemberian informasi baik untuk BPN dan
BKAD membantu pekerjaan kedua instansi. Selain itu, tindak lanjut
kerja sama antara BPN dan BKAD akan terealisasikan dalam waktu

dekat berkaitan dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
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Indonesia Nomor B/9610/KSP.00/10-16/11/2019 poin nomor 4 yang

terlampir pada Lampiran 6.

Hasil evaluasi terhadap sistem informasi berbasis webGIS SIPANAH

sebagai berikut:

a. Pada Tingkat Kepuasan, semua variabel yakni: performance,
information and data, economics, control and security, efficiency,
dan service semuanya berpredikat Puas, dan

b. Pada Tingkat Kepentingan, semua variabel yakni: performance,
information and data, economics, control and security, efficiency,
dan service semuanya berpredikat Sangat Penting.

Hasil analisis tingkat kesesuaian terhadap sistem informasi berbasis

webGIS SIPANAH dengan metode IPA masih memiliki gap.

Pengguna merasakan layanan informasi data pertanahan dan data

perpajakan melalui sistem informasi sangat penting untuk

mempercepat kegiatan peayanan, namun harapan dan manfaat yang
dirasakan oleh pengguna tersebut masih belum maksimal. Oleh sebab
itu, sistem informasi berbasis webGIS SIPANAH masih harus

diperbaiki lagi.

B. Saran

1.

Konsep Multipurpose Cadastre bermanfaat untuk kedua instansi
namun dalam prosesnya perlu banyak pertimbangan dikarenakan
bentuk data yang dimiliki instansi BPN dan BKAD berbeda.

Peneliti menyarankan agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai
bahan masukan BPN dan BKAD dalam rangka penerapan strategi data
pertanahan dan data perpajakan secara partisipatif dan pembuatan
regulasi yang membantu kedua instansi.

Terkait kekurangan yang terdapat pada sistem informasi yang
dirancang, maka perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan sesuai

harapan pengguna/responden.
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